
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR

NOMORTSTAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 11
TAHUN 2OL7 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAI{A/U{, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MOMTORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHhdAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial yang Berstrmber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tela.h
diatur berdasarkant Peraturan Bupati Nomor 1 1
Tahun 2OI7, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2Ol9;

b. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2O2O, Tata Cara
Penganggarara, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta

Mengingat : 1.

Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial, sebagaimana dirnaksud dalam
hurr-f a, perlu dilakukan penyesuaian danperubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnanadimaksud datam huruf a dan- huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Gianjur Nornor 11
Tahun 2Ol7;

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 "Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286|-
Undang-Undang Nornor 1 Tal.un 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Norror 5, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4355);

c.

2.
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3. undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor
244, Tamba}.an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2ol5 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2oL4 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2o15 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679l;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OOS Nomor L4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2o1-o tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana teiah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas 'Pefaturan Presiden Nomor 54 Tahun
2ola tentang Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonqsia Tahun 20 15 Nornor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tal.un 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Ta}lun 2A 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahtrn 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201-1- Nomor 31O);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2o18 tentang
Perubahan Keempat 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapata,n dan Belanja Daera}. (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLl Nomor 45O) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2OL6 tentang Perubahan Kedua Ata.s Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tal.un 2A11 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tatrun 2016
Nornor 541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2o rahu n 2a2a tentangPercepatan Penangana'' corona virus Disease 2oLg di LingkrrnganPemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahrln 2o2oNomor 2a9l;
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tatmn zolr tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausal.aan,
Pertanggungiawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evalusi
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Ta-hun 2Ol7 Nomor 11) sebagairrlana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Cianjug 41 Tahurr 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2OLT tentang Tatacara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung
jawaban dan Pelaporan serta Monitoring da{r Evalusi Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
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MEMUTUSKAN:

McNetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2Afi
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PEI"AKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG
JAWAEIAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI A]VGGAI?TUV
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ci"rt3.r. Nomor 11 Tahun
2Ol7 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksana,an dan
Penatamsaltaan, PertanggungiavtaUan dan Pelapora.n serta Monitoring
dan Evalusi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Be{anja Daerah (Berita Daera}r Kabupaten
cianjur Tahun 2oL7 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pembahan
atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2o^17 tentang Tata cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evalusi Belanja Hibah dan
Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2A19 Nornor
41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

(1) Setiap pemberian hibale uang dan barang dituangkan dalam
NPHD, yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau
Pengguna Anggaran dengan Penerima Belanja Hibah.

(2) NPHD sebagaimana dirnaksud pada ayat tl) didasarkan pada
Penjabaran APBD dan DPA.

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pa-d.a ayat (1), paling sedikitmemttat:
a. pemberi dan penerima belanja hibah;
b. jumlah dan tujuan pemberian belanja hibal.;
c. besaran/rincian penggunaan belanja hibah yang akan

diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara pencairan/penyaluran / pgnyerahan belanja hibah;
f. penggunaan belanja hibah;
g. tata cara pelaporan hibah ;dan
h. sanksi.
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(4) Tim Evaluasi Hibah Perangkat Daerah terkait men5rusun NPHD
untuk ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau
Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kepala Perangkat Daerah bertanggungiawab atas kebenaran
materi NPHD.

(6) Dalam hal terjadi perubahan {addenduml NPHD, Perangkat
Daerah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Cianjur.

(71 Format NPHD tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak
terpisatrkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi s€bagai berikrrt:

Paspl 25

(1) Laporan penggunaan Belanja Hibah berupa Lrang dan
barang/jasa sebagaimafia dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan
(3) disarnpaikan oleh Penerima Belanja Hibah kepada Bupati
melalui Perangka.t Daerah terkait paling larnbat 3 (tiga) bulan
setelah pencairan dana, kecuali bagr penerima belanja hibah
yang realisasi arrggarannya pada bulan desember laporan
penggunaan disampaikan paling lambat bulan Februari tahun
anggaran berikutnya.

(2) Perangkat Daerah menyampaikan Rekapitulasi penerimaan
laporan penggunaan belanja hibah dan dokumen laporan
penggunaan belanja hibah sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap
tanggal 1O bulan berikutnya.

(3) Perangkat Daerah terkait melakukan penagihan laporan
penggtrnaan Belanja Hibah kepada Penerima Belanja Hibah
secara berkala setiap 3 (tiga.) bulan.

(a) Dalam hal pencairan dan/atau penyaruran Belanja Hibah
dilakukan secara bertahap, maka penerima Belanja Hibah
berkewajiban:
a- menyarrpaikan laporan pertanggungiawaban setiap tahapanpaling lambat sebeh:m pelaks-aiaan pencairan/penyaluran

taleap berikutnya; dan
b. menyafirpaikan laporan pertanggungiaw4ban akhir tahun,

yang disarnpaikan paling lambat bulan Febrrari tatrrn
anggaran berikutnya.

(5) Pencairan Hibah yang dialokasikan atam di addendum untuk
Percepatan Penanganan Carona Virus Desease 2Ar.9 (COVID-19)
tanpa menyamp*it ., la.poran p.*.rtggungiawaban tahap
sebelumya terlebih dahulu sebagaimana dimaksud ayat {al.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan perundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempataonya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 27 Maret 2O2O
PIt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

NDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 12.
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